
Rekomendasi Ijin Keramaian dasar hukum 2. Keputusan Bersama 
Mendagri dan Menhankam RI No.153 Th 1995 dan No. 
KEP/12/XII/1995 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perijinan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 510 KUHP
No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP

2. surat ijin dari kebudayaan

3. Buku Ijin keramaian Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Persetujuan RT / RW setempat Membawah KTP dan KK

2. Ke Kantor Desa membawah Surat Persetujuan Dari RT/ RW setempat dan Foto Copy KTP

3. Ke Kantor Kecamatan membawah Rekomendasi dari Desa, Foto Copy KTP dan surat Ijin dari 

Kebudayaan

4. Diserahkan keputugas Pelayanan

5. Dimintakan tanda tangan

6. diberi Nomor register dan disetempat dan selanjutnya

7. ke Polsek dan Koramil

Kecamatan BandarKedungMulyo

Jalan Raya Banjarsari Nomor 01 61462 081332721598 

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan BandarKedungMulyo

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 23 Nov 2024 pukul 19:50. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

https://sippn.menpan.go.id
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Waktu Penyelesaian

30 Menit

Terhitung sejak hasil pengajuan persyaratan telah dinyatakan lengkap oleh Petugas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. keterangan rekomendasi ijin keramaian

Pengaduan Layanan

Washap 085233619110

Kecamatan BandarKedungMulyo
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